BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :21¢ 215 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 13 juncto Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang  Pengawasan  Organisasi  Kemayarakatan . di
‘Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kendal,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran "Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6139); _

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 - Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1051}

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU . Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Kabupaten Kendal dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA . Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memantau/ monitoring keberadaan dan kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal;
b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas Organisasi
Kemasyarakatan;
c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan
kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal,
d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait
dengan aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada
Bupati Kendal.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris dan
Anggota Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1O ©ici <0 2

“BUPATI KENDAL,

'DICOM GANINDUTO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

g 0 B

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
Inspektur Kabupaten Kendal ;

Anggota Tim yang bersangkutan;

Arsip.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN KENDAL

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1. | Bupati Kendal Penanggung jawab

2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Kétaa
Politik Kabupaten Kendal

3. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan pada .
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Relerctari
Kabupaten Kendal

4. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik pada Badan Adipoata
Kesatuan Bangsa dan Politik £8
Kabupaten Kendal

5. | Perwira Seksi Intelijen Komando Afiggota,
Distrik Militer 0715 Kendal &8

6. | Kepala Satuan Intelijen dan Angeota
Keamanan Polisi Resort Kendal &8

7. | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan
Negeri Kendal AnpEota

-DICO M. GANINDUTO




